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ABSTRACT

Panciples of law are more abstract than rules of law, The principles o'f la.w contain values, so thag they
have unlimited applicability. This article discusses some rolejs of the principles .of law and thejr relationg
t© the development of legal system, especially in Indonesia. It also deals with the cxceptions ip the
application of the principles, showing the dynamics of their development in society.

1. PENDAHULUAN

Sekalipun sering disebut-sebut, istilah “asas hukum” tampaknya belum banyak
dipahami benar hakikat dan peranannya. Dalam perkembangannya, asas-asas hukup
tersebut juga mengalami pembatasan-pembatasan, namun tetap berguna untuk diterapkan
bagi pengembangan dan pembangunan hukum.

Bagi kita bangsa Indonesia, asas-asas hukum tersebut harus senantiasa disesuaikan
dengan pandangan hidup bangsa: Pancasila. Uraian- di bawah dimulai dari pengertian,
peranan, dan ciri-ciri asas hukum. Kemudian dilanjutkan dengan perbedaan antara asas
hukum dan aturan hukum, yang antara membicarakan tentang adanya tingkatan aturan
hukum dalam sistem hukum dan asas hukum sebagai ukuran nilai-nilai. Selanjutnya dibahas
tentang asas hukum yang berfungsi di dalam dan di. luar hukum positif dan asas hukum
sebagai pembanding kritis terhadap hukum positif. Pokok bahasan lain yang juga penting,
khususnya bagi bangsa Indonesia adalah tentang pengisian asas hukum itu dengan Pancasila.
Lalu tentang asas-asas hukum dan penafsiran serta asas hukum sebagai pemberi arah dalam
memecahkan masalah hukum. Pada bagian akhir akan disinggung dua asas hukum, yakni
asas otonomi kehendak dan asas kebebasan berkontrak dengan berbagai perkembangannya.

II. ASAS HUKUM

Asas hukum adalab aturan hukum yang lebih tinggi yang berfungsi sebagai rasio dari
aturan perundang-undangan yang ada, Atas dasar rasio itu hakim dapat mengkonstruksikan
aturan hukum baru bersifat tidak tertulis sehubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu
dan atas dasar jtu pula dia sampai pada pengambilan suato keputusan. Antinomi-antinomi
yang ada ternyata hanya dapat dipecahkan jika kita kembali kepada aturan yang lebih
tinggi, yang ada dalam stelsel hukum itu. Aturan inilah yang disebut dengan asas hukum.
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Asas hukum memainkan peranan dala metadolg

mcnafsirkun. Dalam menemukan hukum Kitn juga akan selalu berurusan dengan asas-asas
3 1 "1 Ld b r » . i A5 - <
pukum dan memainkan peranan yang menentukan, Oleh kareny ity dapat pula disimpulk
- ] JR L4 ¢ « . Im |.1 n’
palva asas hukum mengambil suaty tlempat utama dalam hukum positif pulka

Menurut P. Scholten (1974: 198),
yang ada dalam dan di belakang t; ap tia
pcnmdang-undangan dan keputusan-ke
khususny? dan keputusan-keputusan ity

B hukum, antara i dalam

“As':as-asus hukum adalah pikiran-pikiran dasar

P sistem hukum yang ada dalam bentuk aturan

putusan pengadilan, yang ketentuan-ketentuan

dapat dipikirkan sebagai pen gejawantahannya,”
Dari definisi Scholten ini dapat kita ketahyj tiga ciri asas hukum:

1. Dia menunjukkan bahwa asas hukum adalah fundamen dari suatu sistem hukum:
dialah yang merupakan pikiran-pikiran dasar dalam sistem hukum itu, ’

9. Dia menunjukkan bahwa asas hukum bersifat lebih umum daripada ketentuan undang-
undang dan keputusan, yang merupakan pengejawantahan dari asas-asas hukum

3. Beberapa asas hukum ada yang menjadi dasar dari sistem hukum, ada pula y;mg

berada di belakangnya, yang artinya berada di luar sistem hukum itu, tetapi tetap
berpengaruh terhadap sistem hukum tersebut.

Berdasarkan ciri-ciri ini kita dapat kini mengatakan, bahwa asas hukum adalah pikiran

dasar, yang sebagai aturan umum membentuk fundamen suatu sistem hukum, tetapi tidak
keseluruhannya masuk ke dalam sistem hukum itu,

II. PERBEDAAN ANTARA ASAS DAN ATURAN HUKUM
A. Perbedaan Pertama .

Perbedaan pertama adalah bahwa asas hukum bersifat umum atau abstrak, sedangkan
aturan hukum bersifat khusus atau konkret. Asas hukum mempunyai daerah terapan yang
lebih luas daripada aturan hukum, oleh karena ia adalah aturan hukum yang lebih tinggi.
Atas dasar aturan itu, jika dilihat dari suatu kejadian tertentu, dapat diambi! keputusan
hukum, Dari keputusan itu dapat pula digeneralisasi aturan hukum yang mempunyai daerah
terapan lebih kecil. Aturan hukum ini lebih konkret, dan dapat pula selanjutnya sebagai
dasar dari suatu keputusan baru, Dari keputusan keputusan demikian selanjutnya dapat
pula secara menggeneralisasi diadakan aturan hukum yang lebih konkret lngi. Begitulah
kita dapat melanjutkannya.

Semua ini menunjukkan bahwa jika berpangkal pada suntu kejudian tertentu akan
ada tingkatan aturan hukum di dalam suatu sistem hukum, dan aturan hukum tertinggi
yang berfungsi sebagai fundamen dalam sistem hukum itu adalah asas hukum,

Jadi dilihat secara demikian asns hukum adaleh jenis tertentu dari aturan huku,
Perbedaan mengenai dacrah terapan berartl hanya suaty perbednan gracual antara atarun
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Lum dan asas hakum Makin Tuns daerahy erapunyi akan makin bersifat umyyy, Alay
hukum dnn Qs ' , ‘ ot " )

Liny abstraklah atran hukun itk Dulan suatu sistem hukum, asas hukum ddalah Ying
TN LALE T . AR TI

n Jhstrak, dun karesunya yung paling tinggi di antara aturan hukyy,

umum dan |
aturan hukum yang bersifat konkret yang memberikan suaty pedonmay

kita seharusiya berbuat, Atoran hukum yang bcrsifatumUm
; ukuran mengenai nilai, yang dengan ukuran inj Orang

paling bersifat
Sebaliknya hanya
yang jelas mengenai bagaimiu
atau abstrak hanya meniberika
dapat sampai kepada pcdomun—pcdomzm yang konkret,

A memberi ukuran-ukuran nilai. Ukuran-ukuran nilyj "

Jadi asas hukum hany
kum yang lebih konkret.

mendapat bentuknya di dalam aturan hu

B. Perbedaan Kedua

Perbedaan kedua antara asas hukum dan aturan hukum adalah mengenaj cary
bagaimana dia diterapkan. Paul Scholten berpendapat bahwa asas hukum bukan aturap
hukum. Menurutnya, aturan hukum mempunyai isi yang lebih konkret, dan ini yang
membuatnya Jangsung dapat diterapkan. Asas hukum banya mempunyai daya kerja tidak
langsung dalam penemuan hukum. Aturan-aturan hukum terjadi oleh karena pembentyk
undang-undang dalam membentuk aturan, atau hakim dalam keputusan hukumnya
menimbang-nimbang berbagai asas hukum yang satu terhadap yang lain. Suatu aturan
hukum oleh karenanya juga didukung wibawa dari pembentuk undang-undang atau para
hakim, sedangkan asas hukum tidak demikian. Oleh karenanya aturan hukum dapat
kehilangan daya berlakunya, sedangkan sebaliknya asas hukum tidak, Kehilangan daya
berlakunya itu bilamana dia tidak diterapkan lagi, sedangkan asas hukum tidak demikian.

Namun banyak penulis berpendapat, bahwa mengenai ini sebenarnya tidak ada
perbedaan prinsipil, melainkan hanya suatu perbedaan gradual antara asas hukum dan aturan
bukum. Asas hukum tidak bertentangan dengan aturan hukum. Ia hanya suatu jenis yang
khusus dari aturan hukum. Oleh karena itu banyak pula penulis tidak sependapat dengan
Scholten yang mengatakan bahwa asas hukum tidak akan pernah kehilangan daya
berlakunya, Jika asas hukum dipositiﬂcah, ina_ka sama saja dengan tiap-tiap aturan hukum
positif lainnya, | |

C. Perbedaan Ketiga

| Perbedaan ketiga antara asas hukum dan aturan hukum adalah bahwa aturan hukum
saling menyingkirkan, sehingga mereka tidak akan pernah dalam keadaan bertentangan.
Asas-asas hukum kedudukannya berdampingan, sehingga di antara mereka mungkin saja
ada pertentangan. |
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v, FUNGSTASAS HUKUM DI DALAM DAN DI LUAR HUKUM POSITIF
pikatakan bahwa asas hukum dapat berfy ngsi di daj

,ositif kavena dia berisi ukuran nilaj-nilaj, Sebagai ukuray
l ) " aa oy
ertinggi dari suatu sistem hukum positif, Qlep, karengy ;

gistem hukum positif. Asas hukum adalah terlqjy umum dan terlalu abstrak untuk dapat

digunakan sebagatl pedoman bagi bﬂftindak. schingga ia masth harus dikonkretkan.
Mengkonkretkan ini terjadi melalui generalisasi dor:

diambil dalam rangka fakta suatu kejadian, samp
Proses seperti itu selalu dapat terjadi berulang-

am maupun di luar sistem hukum
1 nilai-nilaj dia merupakan aturan
tu ia disebut pula fundamen darj

di kepada aturan hukum yang lebih rendah.
ulang. Kalay mengkonkretkan itu telah terjadi,
at hukum positif dan putusan-putusan, maka
ebagai ukuran nilai.

Dengan itu terlihat fungsinya yang lain, sebab sebagai ukuran ni
berfungsi sebagai pembanding yang kritis terhadg
dapat terjadi oleh karena nilaj

pernah dikonkretkan secara tunt
yaitu sebagai fundamen dari sist
positif itu.

asas hukum itu tetap masih memiliki sifaf g

lai dia juga dapat
hadap sistem hukum positif. Hal inj selalu
sepenuhnya yang dimiliki suaty asas hukum tidak akan

as. Dengan demikian asas hukum mempunyai fungsi ganda
em hukum positif dan penguji kritis terhadap sistem hukum

V. PENGISIAN ASAS HUKUM OLEH PANCASILA

Idealnya, asas hukum ity harus diisi dengan pandangan hidup bangsa itu sendiri.
Bagi kita, bangsa Indonesia, menjadi suatu pengabdian untuk mengisi asas hukum itu dengan

pandangan hidup bangsa dan kenegaraan kita: Pancasila. Diskusi mengenai ist dari asas
hukum yang paling fundamental ini dengan demikian

merupakan hal paling penting bagi
hukum Indonesia. ' -

Satjipto Rahardjo mengatakan, bahwa Pancasila memang merupakan sumber yang
mengalirkan nilai, ide, dan wawasan bangsa Indonesia tentang bagaimana masyarakat
Indonesia hendak diorganisasikan, serta kehidupannya diselenggarakan, namun Pancasila
it bukanlah asas hukum. Ia lebih tinggi dari asas hukum, dan masih harus dijabarkan lebih
lanjut melalui rumusan-rumusan sedemikian rupa sehingga memungkinkan ditariknya asas
hukum yang sebenarnya, Inilah yang sesuai dengan sebutan Pancasila sebagai sumber dari
segala sumber hukum (bandingkan dengan pandangan Roeslan Saleh, 1979),

VI. ASAS HUKUM DAN PENAFSIRAN

Dalam praktik para hakim memang dapat menerapkan aturan hukum positif melalui
metoda penafsiran, terlebih lagi dengan metoda penafsiran analogi dan teleologis. Karena
Pandangan yang terlalu sempit dari metoda penafsiran, mengakibatkan peradilan
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aitn melalui osus hukum, dan ternyatn bahwa k),
Wlrgke;
250

¢ hukum banh ¥
olel hasil yang lebih berguna dibandingkan ¢
' cng.
an

nwnc:\risnmlw
apat mempet

melalut asas hukum d
ieknik teknik penafsiran.

Asas hukum memberi pegang
pan penafsiran ori
dipilihnya, schingga hal kepa

an yang lebih kuat kepada hakim dibandingkan de

pcnnt‘sirau. Den 1p dapat mencmpuli semua jurusan menurut me”gan
penafsivan yang stian hukum menjadi terganggu, Lain h1:0da
dengan asas hukum. alnyy
Asas hukum diinduksikan dari pcrundang—undnngan, dan tidak disimpulkan dari k

ng-undangan, atau pandangan sejarah hukum, atau anggapan arya-
banyak ataul sedikit bersifat fiktif, schubungan dengan kehendak dari pembentuk und)'ang
agai contoh, karena perkembangan dan perubahan pandangan dunia de ang-
um disebut kecenderungan globalisasi, maka Pasal 33 Un dang_Un:asa
an masalah dalam penyesuaian dengan kecenderungan g IOba]'ang
manfaat jika Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 diisi de .
konstruksi melalui sejarah hukum dan atau penafsiran historis, ataukah mefalui k Onstngar?
asas hukum? Menurut Roeslan Saleh (1994), dengan induksi aturan yang ada dala 1Euksx
313 Undang-Undang Dasar 1945 menuju kepada asas hukum yang terkandun md asal
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kita dapat mengkonstruksikan hukugm ;i;n;

nyambung dengan perkembangan dunia dan kecenderungan globalisasi itu

Pada tiap penafsiran undahg-undang tekanannya di

 Pada . _ , ya diadakan kepada sifatnya : .

dar{ kej a-dx an konkret, dan teknik penafsiran dapat diterapkan secara selektif dalzm Sfen d1r¥

dari hasil penafsiran yang diharapkan, Pada asas hukum sebaliknya tekanan jelas “p“b:l
$ pada

sifat menjadikan umum pemikiran-pemikiran hukum.

karva persiapan perunda

undang. Seb
ini, yang sccara um

Dasar 1945 menimbulk
itu, Apakah akan lebih ber

Bukanlah suatu pandangan pribadi dari hakim yang lebih diutamakan, tetapi
konscrlsus yang bersifat intersubjektif mengenai ada atau tidaknya suatu :‘a::p [l] SEatu
::::;e I.ciif:rmklan. Kogkret:?am asas ini d'an plcnerapannya pada situasi konkret masﬂ:] E;];

b ruangz-m bagi pertimbangan pribadi oleh hakim, tetapi pengaku ' p.
sendiri memberi suatu dasar intersubjektif yang jelas. gakuan atas asas itu

VIL. PEMBERI ARAH KE PEMECAHAN MASALAH

Dikatakan b S
dalam suatu atur:: \::3133?:. hUk-um dapat baik tidak tertulis maupun dengan tegas dinyatakan
asas hukum yang tertulis 'ﬁltu m-lSkah undqng?llndang atau naskah perjanjian. Namun
pembatasan-pembatasan tzrh ;n asth dapat mf:mmbu]kan kesulitan, terutama mengenai
diterapkan pada peristiwa ko ka apnya. Seperti diketahui, aturan hukum konkret dapat
adalah lebih abstrak dan di . rclt(tcrtentu: kelakuan atau perbuatan, sedangkan asas hukum
hukum memberi arah ki guna- an untuk sebelum penerapan dan konkretisasinya. Asas

. epada didapatkannya pemecahan-pemecahan masalah, tgt;tiai d‘ia

46



MENGENAL LEBIH
’ VAL 1 BAIK ASAS HUKUM UNT
MENGEMBANGKAN DAN MEMBANGUN HUKgff/I(

. vupakan s rawaly: wrlyngle v
idak akan merupakan suatu jawaban terhadap suatu magalal, hukum yang siap pakai
Bire “hdl,
Untuk memperjelas uraian di atas, berikut ini dibentangk:
ot entangkan beberapa contoh asas
akum. yakni asi chendak dan asas kebebasan berkontrak

vIIL ASAS OTONOMI KEHENDAK

Salah satu prinsip dasar yang merupakan landasan dari hukum harta benda pada
ymumnyd adalflh asas ()t(jl&()lni kehendak, Maksudnya adalah wewenang yang a;iapdan
diakui pada SCU?‘P‘ warga untuk — asal saja dia memperhatikan dan men gindahlfan aturan
hukum yang bersifat mlcmaksa — sepenuhnya bebas menentukan posisi hukumnya menurut
pikirannya yang tcrball‘c dan menimbulkan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan
cchari-hati, dan untuk itupun dia sendiri yang menentukan dan menegaskan isinya. Teori
mengenai otonomi kehendak didasarkan mulanya pada pandangan ;alsafah dan politik
ckonomi, yang terutama mencapai puncaknya pada akhir Abad Ke- 18 dan permulaan Abad
Ke-19. Falsafah hukum mengenai hal ini adalah falsafah yang sangat menekankan kepada
kebebasan individual dari manusia pribadi dan kesamaan dari semua warga.

Kehidupan dalam masyarakat ternyata mengharuskan adanya pembatasan-pembatasan

1da kebebasan itu. Supaya kebebasan individual dari warga tetap dapat terjamin,

diharuskanlah begitu banyak batasan diadakan terhadap kebebasan itu, dan diakui oleh

warga. Kewajiban dan perikatan yang ada pada warga akhirnya karena mengadakan

perjanjian secara sukarela, mgndukung kehendak bebas mereka sendiri. Inilah ajaran yang
dalam bidang politik dikenal orang sebagai Teori Kontrak Sosial dari J.J. Rousseau.

Di samping pandangan falsafah hukum pada akhir Abad Ke-18 dan bagian pertama
dari Abad Ke-19, memainkan peranan pula keadaan politik ekonomi pada waktu itu, dan
mematahkan teori mengenai otonomi kehendak. Ini adalah masa ketika liberalisme ekonomi
yang terkenal dengan prinsip laissez faire laissez passer mencapai puncaknya. Pemuka-
pemuka dari stelsel ini berpendapat bahwa kemajuan ekonomi akan terlaksana dengan
baik bilamana setiap individu dibenarkan untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri,
tetapi kepentingan sendiri ini berarti pula mengakui hak milik individual. Begitu pula
kebebasan dalam perdagangan dan kerajinan.- Selanjutnya kebebasan dalam kerja dan
kebebasan berkontrak yang sejalan dengan kebebasan-kebebasan ini. Dalam sistem ini
peranan negara tetap sangat dibatasi, yaitu hanya untuk menghormati dan dengan demikian
mengharuskan orang lain juga menghormati hak-hak kebebasan yang di dalamnya adalah
hak milik yang bersifat individual dan hak inisiatif ekonomi yang sama dengan kewajiban
para warga untuk memenuhi dan menaati perikatan-perikatan yang secara bebas telah
diadakan mereka dengan kontrak kontrak.
an pada pandangan falsafah hukum

Terlihat kemudian adanya kritik yang dilontark '
ak dari individualisme yang ekstrim,

dari teori otonomi kehendak ini. Teori ini berpangkal tol
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k sosial yang merupakan bagian (g
arj

a secorang makhlu
bahwa otonomi kehend:
hendak akqp

isyarakatan. Jugd pikiran
kontraktual yang adil dan mengakibatkan suatu hl!buné
= an

wa ke dalam kancah kritik ini, Celaan yang uta
i

la, terbi
ia berpangkal tolak pada suatu yang sangat murni teoret;
IS

puduhul setiap manusia adalah JUg
berbagal Sty
atkan suatu
an yang adil pu

At ini adalah, bahwa
Jan semata-mata hanya pada kesamaan yuridis ndividu-individu dalam masyarakat. Pa(
. Pada

Lenyataannya, Jalam masyarakat Abad Ke-19 terlihat jelas ketidaksamaan dalam bidan
osial. Selanjutnya kerapkali hanya merupakan suatu impian belaka bah g
(¢ 4 WE]

bela kepentingannya sendiri dengan baik.
ya harus Jiketahui pula bahwa liberalisme ekonomi dari Abad Ke-19 kar
ena

merajalela dalam Abad Ke-20 memaksa campur tan
jadap kehidupan sosial ekonomi. Namun Kini dalian
m

ktur kemi
mengakib pengaturan

Lemasyaraka
atas pendap

ckonomi dan'$

individu itu mampu mem

Akhirn
¢ dan pemerasan yang

besar terl
at pula bahwa asas otonomi kehendak, betapapun telah mengalami
ami

\erupakan dasar dari hukum kontrak dewasa ini dan dal
angan yang telah terlihat dasar-dasar pengembangan :lm
aimana bentuk perkembangannya di satu pihak dZa

n

ckses-ckse
pemerintah yang lebih
perkembangannyd, kita lih
pembatasan, masih saja 1
kecenderungan liberaliassi perdag

dewasa ini akan teruji pula bag
pcmbutasan—pcmbatasannya di lain pihak.

IX. ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK'

Wewenang yang diakui ada ada setia 5 2
meni'm-bulkan hubungan-hubunganphukum dgl;);? r;{gt:hllirclilu;g;zur;:npfklrannya sendiri
5;21‘1111:;8';"3;?3‘35‘;? ;Sllny'a’d-asal saja mengindahkan amran—aturar; hukilfay::gn:rf 1(fa :
otonomil\1 hend ’ erj'a i dengan cara mengadakan perjanjian. Oleh karena i -

ehendak dan kebebasan berkontrak kerapkali diidentifikasikan bersaam:au, &
n.

Pengakuan terhadap asas kebebasan berko
- . ! ntrak memprasan :
e ot d;:ngan ;“ itu Seba.glﬂ“ besar juga menentukan isinya, bilama flkiak
dari warga untuk mengadaka er:perhatlkan aturan yang bersifat memaksa | meno;;kna' N
s ikl mer;k ubun‘gifn—hubungan hukum (perjanjian) dz;l y —m hak
a sendiri yang terbaik. am kehidupan

Biasanya asas keb
ebasan berko :
tertentu yang diteta . ntrak itu mengandung ti
pkan ol g tiga unsur. D

bebas untuk: (1) mengad ak:: L;“da‘mg-undang dan peradilan pada setia Oalam bmas-t.mas
dengan siapa yang dikehcndai-au(f;;lak mengadakan perjanjian, (2) menza;atg e [.Jrn?mp
menentukan isi, kebe I, (3) dengan persetujuan pi ' akan perjanjian
+keberlakua : juan pihak lawan j s
n dan bentuk dari perjanjian, Demikian; ‘lh‘lz. juga C!engan sendiri
ah, di samping perjanjian-

perjanjian tertentu (yaj
Hukum Pe yaitu semua perjanji :
rdata, Kitab U Jian yang disebutk
’ i ndane- ) itkan dale it
ang-Undang Hukum Dagang atau dlfllTaflmde“dang-Undang
atau dalam undang-undang lain
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an dinyntukﬂf secari “’.g““)' para pihak juga dapat mengadakan perjanjian yang tidak
perjanjian yang discbutkan terakhir int maksudnya adalah scmua perjanjian yang
idak qunduk kepada pengaturan ”"d“"'.gf““dﬂﬂg secara khusus; dan para [;ihak sendiri
ebas sepenuhnya untuk menetapkan 131. dan bentuk perjanjian itu, tentu saja dengan
mengi“d“hka“ aturan hukum yang bersifat memaksa, Jy ga bagi perjanjian-perjanjian
ertentl dalam butas—bat‘as yang sama, para pihak sebagian besar dapat menetapkan sendiri
<inyd, menyimpang dari m_“”“f perundang-undangan. Hal ini karena bagian terbesar dart
etentuan undang—unfiimg it tidak bersifat memaksa, melainkan bersifat mengatur atau
" engisi- Akhirnya pihak-pihak dapat pula merubah bentuk kontrak, misalnya dengan
mengadﬂkﬂﬂ suatu kontrak bersifat konsensual bergantung pada syarat-syarat bentuk

wﬁel'llll-

tertentu.

Asas kebebasan berkontrak itu tidak secara tegas diakui, baik dalam undang-undang
dasar, MALPUN dalam undang-undang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada
heberapa ketentuan yang dapat ditunjuk tentang keberadaan asas ini. Jika dalam Pasal
1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan: “Semua perjanjian yang dibuat
sesuai dengao undang-undang yang berlaku akan berlaku bagi mereka yang membuat
perjanjian itu sebagai undang-undang.” Ini berarti, melalui pembentuk undang-undang ada

pengakuan yang implisit tentang asas kebebasan berkontrak ini.

Walaupun asas kebebasan berkontrak itu tidak dengan tegas disebutkan dalam aturan
perundang—undangan, namun kebera_daan asas tersebut tidak disangkal. Sungguhpun
sementara ini ada banyak pembatasan terhadap kebebasan berkontrak, pada prinsipnya
asas itu tetap masih diakui. Terlebih lagi, kebebasan berkontrak masih selalu merupakan
salah satu asas fundamental yang melandasi hukum kontrak,

Kebebasan berkontrak selebihnya merupakan salah satu prinsip dasar yang di atasnya
ada ketertiban masyarakat. Ini berarti, kepentingan umum menghendaki diadakannya
pembatasan-pembatasan terhadap asas itu, sekalipun kebebasan berkontrak itu pada
hakikatnya ditujukan untuk kepentingan umum juga. Sama dengan hak milik yang bersifat
individual, asas kebebasan berkontrak itu merupakan suatu syarat dasar yuridis yang tidak
dapat ditinggalkan, yang harus dipenuhi untuk berfungsinya suatu sistem dari ekonomi
pasar yang bebas. Dan kita menghadapi sistem ekonomi ini dalam kecenderungan

perkembangan dan pertumbuhan dunia dewasa ini,

Dalam jalannya sejarah banyak sekali diadakan pembatasan terhadap asas kebebasan
berkontrak ini. Pembatasan ini dapat dirinci dalam tiga kelompok besar, yakni atas dasar
tiga aspek tradisional yang telah disebutkan di atas mengenai kebebasan berkontrak yang
sah atau senyatanya dapat diatur dengan baik. Tiga aspek tadi adalah: (1) kebebasan untuk
berkontrak atan tidak berkontrak, (2) kebebasan untuk berkontrak dengan siapa yang
dikehendaki, dan (3) kebebasan untuk sendiri menentukan. isi kontrak. Perlu terlebih
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an bahwa pembatasan terhadap yang pertama dan yang kedua ¢

. 4t aspe
idak selalu jelas untuk dibedakan satu dengan

dahulu ditegask
kebebasan berkontrak itu t
yang lain.

tama ada banyak ketentuan undang—unda‘ng yang men}atahkan kchcbaSan
prinsipil untuk berkontrak atau tidak.' Kllfl melihat makin banyak kejadian, yang donga,
undang-undang mewajibkan orang pnbadl_ ata}u pe.rusahaan mengadakan kontrak ertemg
Misalnya saja dinas air minum, gas d.an listrik, d-lha.ru§kan mengadakan kontrak dengay,
warga yang meminta disambungkan air, gas atau listrik itu. Syaratnya, para calon pemaks
tadi harus bersedia menyatakan menerima syarat-syarat kontrak.

Kebebasan prinsipil mengadakan atau tidak kontrak, selanjutnya dapat pula diSimpangi
oleh aturan perundang-undangan yang melarang orang lain (selain daripag,
profesional-profesional tertentu) untuk mengadakan kontrak. Hal ini karena undang.
undang telah memberikan mereka semacam monopoli atas pekerjaan yang bebas it
Kita lihat misalnya, untuk melakukan perawatan kesehatan hanya dapat dilakukap
oleh para dokter, begitu pula monopoli atas dasar undang-tmdang yang diberikan kepady
para pengacara dan penasihat hukum, para arsitek, para akuntan dan sebagainya,

Pertama-

Demikian pula mengenai kebebasan warga untuk menetapkan sendiri isi dari kontrak,
ternyata akhir-akhir ini sangat dibatasi. Mengenai ini tampak dari pembatasan yang diberikan
oleh undang-undang, yurisprudensi, dan kenyataan sehari harl. Pembatasan atas dasar
undang-undang terhadap kebebasan prinsipil dart pihak-pihak untuk menentukan sendiri
isi kontraknya itu banyak kita kenal. Sebagai contoh, ketentuan undang-undang yang bersifat
memaksa yang diterbitkan dengan tujuan untuk melindungi kelompok masyarakat yang
lemah keadaan ekonomi atau sosialnya. Dengan cara demikian penguasa berusaha
untuk menimbulkan kescirﬁbangan yang lebih besar dalam persyaratan-persyaratan
berkontrak. Hal-hal yang terpenting dari pengaturan ini kita lihat misalnya bagaimana
mengenai harga sewa ditetapkan di banyak negara. Juga kita ketahui bagaimana mengenai

perjanjian tenaga kerja dan penetapan harga barang-barang tertentu.
!

Pikiran melindungi demikian ini juga kita lihat dalam peradilan, di mana pengadilan
di banyak negara kini menyatakan batalnya janji-janji tertentu yang ada dalam kontrak
karena bertentangan dengan “ketertiban umum dan kesusilaan yang baik”.

X. PENUTUP

Hal hal yang disinggung sekilas di atas memberi petunjuk kepada kita betapa asas
hukum perlu kita kaji lebih jauh, dikembangkan untuk pembangunan hukum dengan

melakukan rekonstruksi terhadap aturan perundang-undan gan yang ada maupun yang akan
dibentuk, ' '
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